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para pembaca dan semua pihak khususnya bagi Biro Kepegawaian Kemendagri.

Jakarta, 7 Desember 2022

Peserta
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Perubahan ini memiliki fokus pada upaya peningkatan kinerja 27 layanan
administrasi Biro Kepegawaian yang selama ini dilakukan secara konvensional, dengan
waktu proses cukup lama, birokrasi yang panjang dan belum pernah dilakukan
pengukuran indek kepuasan layanan serta masih membutuhkan berkas persyaratan fisik
yang akan dirubah dengan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi
SIKERJA. Inovasi ini dilakukan karena belum adanya suatu transformasi digital yang
dilakukan secara menyeluruh dalam pengelolaan layanan administrasi kepegawaian.
Berdasarkan hal tersebut, Proyek Perubahan ini mengusulkan pengembangan aplikasi
SIKERJA yang selama ini digunakan untuk penilaian kinerja dan disiplin oleh semua PNS
Kemendagri, selanjutnya dikembangkan melalui kebijakan transformasi digital layanan
administrasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian untuk meminimalisir penggunaan
berkas fisik, menghilangkatan tatap muka, efisiensi waktu, memperpendek birokrasi,
tracking proses penyelesaian, dan pemberian indek kepuasan layanan. Transformasi
digital pelayanan Biro Kepegawaian ini sejalan dengan semangat Standar Pelayanan
Berbasis Elekronik (SPBE) yang digaungkan oleh Pemerintah, dimana pembangunan
aplikasi baru yang memakan biaya tinggi dan menimbulkan miskonsepsi pada efisiensi
dan integrasi sistem.

Untuk mencapai tujuan tersebut implementasi Proyek Perubahan ini dilaksanakan
dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Jangka Pendek (Oktober s.d Desember 2022), Jangka
Menengah (Januari s.d Juni 2023), dan Jangka Panjang (Juli 2023 s.d Desember 2024).
Implementasi jangka pendek difokuskan pada strategi peningkatan kualitas layanan
administrasi kepegawaian melalui kebijakan  transformasi digital pada  Biro
Kepegawaian. Adapun langkah-langkah fundamental yang dilakukan dalam
pengembangan aplikasi ini adalah

1. Pembentukan Tim Efektif

2. Penyusunan Rencana Kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan

Bisnis Proses Layanan Pengaduan Kepegawaian

Koordinasi dan Benchmarking terhadap instansi terkait

4. Pembangunan layanan kepegawaian pada SIKERJA, melalui kanal Jenis
Layanan, Tracking proses dan indeks kepuasan layanan

5. Penyusunan rancangan dan menetapkan Kepmendagri tentang Standar
Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian melalui
Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

w
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6. Soft Launching Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi
Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

7. Menyelenggarakan Sosialisasi penggunaan layanan administrasi kepegawaian
melalui transformasi digital dengan pengembangan aplikasi SIKERJA.

Implementasi Proyek Perubahan ini dapat berjalan dengan lancar. Saat ini telah
ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800 — 6198 Tahun 2022 tanggal 30
November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi
Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dan terbangunnya pengembangan aplikasi SIKERJA secara
signifikan.

Keseluruhan target jangka pendek dari implementasi Proyek Perubahan ini sudah
tercapai dan terealisasi dengan baik, bahkan diantaranya terdapat perubahan milestone
jangka menengah dan jangka panjang yang mampu dicapai dalam milestone jangka
pendek. Keberhasilan pencapaian tujuan Jangka Pendek dimaksud tidak terlepas dari
komitmen dan dukungan dari stakeholder untuk peningkatan kualitas layanan

administrasi kepegawaian melalui transformasi digital pada Biro Kepegawaian.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
A. URGENSI

1.

Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri,

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1.
2.

© © N o 0 &

Koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian
Dalam Negeri;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemendagri;

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal didukung oleh 10

(sepuluh) unit eselon I, yaitu:

1.

2
3.
4

Biro Perencanaan;
Biro Kepegawaian;
Biro Organisasi dan Tatalaksana;

Biro Hukum;
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Biro Keuangan dan Aset;

Biro Administrasi Pimpinan;

5
6
7. Biro Umum;
8 Pusat Data dan Sistem Informasi;
9

Pusat Penerangan; dan
10. Pusat Fasilitasi Kerja Sama.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri, ditegaskan bahwa : “Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan analisis kebutuhan, formasi, dan pelaksanaan pengadaan
aparatur sipil negara;

b. pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi manajemen
aparatur sipil negara, serta manajemen naskah, dan dokumen
aparatur sipil negara;

c. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara,

d. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara,

e. pengelolaan dan pengembangan pusat penilaian kompetensi (assessment
center);

f. pengelolaan data, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan fungsional;

g. pelaksanaan penataan, dan mutasi jabatan;

h. penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi, dan kepangkatan
aparatur sipil negara;

i. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun aparatur sipil
negara;”

2. Masalah Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik diamanatkan sebagai berikut:
1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

. efektivitas;
keterpaduan;

kesinambungan,;
efisiensi;
akuntabilitas;
interoperabilitas; dan
keamanan.

R
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2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang
berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai
dengan perkembangannya.

5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang
tepat guna.

6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar
sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau
Layanan SPBE.

8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka masih
terdapat berbagai permasalahan dalam pemberian layanan di Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang belum
sejalan dengan prinsip-prinsip SPBE. Pelayanan pada Biro Kepegawaian saat
ini dilakukan dengan pola dan mekanisme yang sudah lama ada, sehingga
perlu dilakukan perubahan ditengah era digitalisasi dan pandemi yang belum
mereda hingga saat ini. Adapun permasalahan pelayanan pada Biro
Kepegawaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Beberapa layanan masih dilakukan secara konvensional/manual dengan
mekanisme yang panjang dan berlangsung tatap muka serta membutuhkan
dokumen berkas fisik (paper based).

2) ULA Biro Kepegawaian yang telah lama dibentuk belum dapat berjalan

dengan maksimal dan hanya difungsikan sebagai loket surat masuk.
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3) Kecepatan, efesiensi, akuntabel serta kualitas pelayanan Kepegawaian
tidak dapat diukur dengan suatu standar yang baku, sehingga layanan Biro
Kepegawaian kerap kali mendapatkan sorotan dikarenakan keterlambatan
dan panjangnya rentang waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan

4) Penyebaran informasi dan progress layanan administrasi kepegawaian

masih dilakukan secara manual melalui kepegawaian komponen/unit kerja.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa isu
strategis pada pelayanan administasi Biro Kepegawaian adalah belum
optimalnya pelayanan dan standar kualitas pelayanan Biro Kepegawaian
yang dilakukan belum berbasis pada digitalisasi pelayanan secara

menyeluruh.

3. Rumusan Masalah

Implementasi Proyek Perubahan ini mencoba membahas mengenai
beberapa permasalahan layanan administrasi kepegawaian pada Biro
Kepegawaian yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Berbagai permasalahan
yang telah disebutkan di atas merupakan masalah utama yang menyebabkan
terhambatnya pelayanan Biro Kepegawaian yang cepat, akurat, dan
transparan. Sehingga berangkat dari berbagai masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
strategi peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui

transformasi digital pada Biro Kepegawaian?

4. Visi dan Misi

Sebagai upaya keberlanjutan dalam mewujudkan Kementerian Dalam
Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga
Integrasi Bangsa untuk periode 2020 — 2024, maka seluruh pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan
Inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri”.
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Kementerian Dalam Negeri melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan

Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan
stabilitas politik dalam negeri;

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam
negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah,
pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak
kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan
efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan

administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

5. Isu Kinerja Biro Kepegawaian
a) Kedudukan Project Leader

Kedudukan project leader adalah Kepala Bagian Disiplin dan
Penghargaan pada Biro Kepegawaian yang memiliki tugas mempunyai
tugas pemantauan dan menegakkan disiplin dan kode etik aparatur sipil
negara, penyelesaian kasus aparatur sipil negara, menyiapkan usul
pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara
lingkup Kementerian Dalam Negeri, perijinan, penyelesaian laporan pajak
pribadi, pemantauan laporan harta kekayaan pejabat negara, laporan harta
kekayaan aparatur sipil negara dan melaksanakan penyusunan diseminasi,
penerapan, dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi peraturan
perundang-undangan aparatur sipil negara. Adapun jumlah PNS
Kementerian Dalam Negeri saat ini yang dilayani oleh Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal berjumlah 5032 orang yang tersebar di seluruh satuan
kerja/lkomponen yang berada di Jakarta maupun di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pelayanan pada Biro
Kepegawaian dan Bagian Disiplin dan Penghargaan khususnya, maka

dibutuhkan sebuah langkah terobosan yang mendasar untuk peningkatan
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kualitas pelayanan Biro Kepegawaian menuju ke era digitalisasi dan
transparasi yang menyeluruh. Peningkatan kualitas layanan melalui
kebijakan transformasi digital tidak harus selalu melalui pembangunan
aplikasi baru yang membutuhkan biaya tinggi, melainkan cukup dengan
mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi yang sudah melalui
pemanfaatan berbagai keunggulan aplikasi dan pengembangan lanjutan

sesuai dengan kebutuhan.

b) Identifikasi dan Deskripsi Isu

Dalam rangka mengatasi masalah pokok pelayanan pada Biro
Kepegawaian yang masih memerlukan beberapa sentuhan perubahan,
kinerja project leader dihadapkan pada beberapa isu strategis yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:
1) Kondisi Saat Ini

a) Beberapa layanan yang masih dilakukan dalam mekanisme tatap
muka dan berkas fisik (paper based).
Pelayanan dengan mekanisme dan pola lama yang mempertemukan
PNS secara langsung dengan yang dilayani seringkali menimbulkan
masalah. Masalah yang ditimbulkan seringkali menyangkut isu
kewenangan dan profesionalisme. Dalam era baru keterbukaan, maka
pelayanan dengan tatap muka sangat tidak dianjurkan demi menjaga
kebersihan organisasi dari praktek suap, fraud, dan berbagai aktivitas
ilegal lainnya. PNS yang memberikan pelayanan pun sebisa mungkin
tidak dikenal secara personal dan intens oleh penerima layanan.
Selama ini Biro Kepegawaian masih melakukan pelayanan tatap muka
yang seringkali memicu mispersepsi pada stakeholder internal

Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, masih terdapat sebagian besar pelayanan pada Biro
Kepegawaian yang masih menggunakan dokumen berkas fisik dalam
pengelolaannya, mekanisme dan birokrasi yang panjang, serta belum
adanya pengukuran indek kepuasan layanan. Dalam era digitalisasi

seperti dewasa ini, maka hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan
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besar sejauh mana Biro Kepegawaian melakukan reformasi birokrasi
disegala lini, melakukan tarnsparansi layanan, serta akuntabilitas public
sesuai tuntutan jaman serta bagaimana dapat melakukan penyimpanan
arsip dan melakukan alur pekerjaan secara cepat tanpa bergantung
pada berkas fisik.

b) ULA Biro Kepegawaian yang telah lama dibentuk belum dapat

berjalan dengan maksimal dan hanya difungsikan sebagai loket
surat.
ULA Biro Kepegawaian yang seharusnya dapat difungsikan sebagai
sentra pelayanan, justru tidak dapat difungsikan secara maksimal
dikarenakan beberapa permasalahan mendasar. Personil Biro
Kepegawaian yang mengelola ULA saat ini hanya sebatas pegawai
Pemerintah non PNS yang tidak memiliki kemampuan mendasar untuk
melakukan pelayanan kepegawaian secara menyeluruh. Efek dari
permasalahan ini tentu saja dapat disaksikan langsung, dimana ULA
Biro Kepegawaian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. ULA
Biro Kepegawaian saat ini hanya difungsikan sebagai loket penerimaan
surat dan sebagai tempat penyimpanan sementara dokumen dan
lencana SLKS.

c) Kecepatan dan kualitas pelayanan Kepegawaian tidak dapat
diukur dengan suatu standar yang baku,
Dalam hal layanan yang belum terdigitalisasi, maka kecepatan
pelayanan pun tidak dapat diukur dengan suatu standar yang baku,
sehingga layanan Biro Kepegawaian kerap kali mendapatkan sorotan
dikarenakan keterlambatan dan panjangnya rentang waktu yang
dibutuhkan dalam proses sebuah layanan yang sebenarnya masuk ke
dalam kategori pelayanan sederhana.

Selain itu, pelayanan pada Biro Kepegawaian belum ada yang
tersertifikasi ISO. Hal ini secara langsung menggaris bawahi bahwa
pelayanan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian belum memiliki
kontrol kualitas yang baik. Tidak adanya kontrol akan kualitas

pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian membuat
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kualitas pelayanan Biro Kepegawaian tidak mengalami peningkatan

pesat dari waktu ke waktu.

d) Penyebaran informasi pun masih dilakukan secara manual melalui
kepegawaian komponen/unit kerja
Penyebaran informasi mengenai administrasi kepegawaian dan
pengelolaan sumber daya manusia masih dilakukan secara manual
melalui kepegawaian komponen/unit kerja, dimana hal ini tentu sangat
memakan waktu dan harus melalui jenjang organisasi yang panjang.
Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat
digambarkan dalam analisis SWOT sebagai berikut :

Gambar 1
Hasil Analisis SWOT

STRENGTHS WEAKNESSES
1. Dukungan internal dari pimpinan 1. Pelayanan yang dilakukan masih manual dan
2.  SDMyang sudah menguasai belum memiliki indikator kualitas pelayanan
manajemen kepegawaian L Kor;sullasi dilak:kan diruangan Bagian dan tatap
i ikasi muka lang: engan pengelola Kepegawali
3. Tersedianya aplikasi SIKERJA . Aplkas] SIKERJA yang belum mamp
menyediakan kanal komunikasi kepegawaian
secara realtime

r

[x3

1 . T - 1. Keterbatasan waktu
. Ketergantungan emendagri A A
R e e pengembangan aplikasi SIKERJA

“ng; - 2. Proses adaptasi dan perubahan

2. Dukungan dari konsep Zona Integritas pola layanan yang menimbulkan
dan Wilayah Bebas Korupsi resistensi
OPPORTUNITIES THREATS

2) Kondisi yang diharapkan

Dalam rangka penyusunan kebutuhan dan rencana strategi

peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui

kebijakan transformasi digital pada Biro Kepegawaian menginginkan

kondisi yang diharapkan sebagai berikut:

a) Pelayanan yang non paper based dan tanpa tatap muka

b) Optimalisasi peran ULA Biro Kepegawaian sebagai sentra
pelayanan administrasi Kepegawaian.

c) Percepatan dan pengetahuan akan kualitas pelayanan
administrasi Biro Kepegawaian yang telah dilakukan.

d) Automasi dan penyebaran informasi Biro Kepegawaian secara

langsung kepada PNS.
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Dari keempat isu yang mempengaruhi kinerja pelayanan Biro
Kepegawaian dalam mewujudkan misi dimaksud, maka saat ini perlu
ditentukan isu strategis yang harus segera ditangani sesuai
kewenangan Project Leader. Untuk itu akan diidentifikasi dengan
metode Grid Analysis. Hasil penapisan analisis isu dengan metode
Grid Analysis dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:
Tabel 1
Hasil Grid Analysis

- L Tingkat : .

: . Efektivitas | Efisiensi ? Operasionalitas
Alternatif Kebijakan (35%) (25%) Pen((zarslg/r;)aan (15%) Total
Pelayanan yang non 8.5 8 6,8 7,6 7,815
paper based dan 2,975 2 1,7 1,14
tanpa tatap muka
Optimalisasi  peran 8 7 6 7 7,1
ULA Biro 2,8 1,75 15 1,05
Kepegawaian
sebagai sentra
pelayanan
administrasi
Kepegawaian.

Percepatan dan 8 7.5 7 8 7,625
pengetahuan akan 2,8 1,875 1,75 1,2

kualitas pelayanan

administrasi Biro

Kepegawaian yang

telah dilakukan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian isu menggunakan Grid

Analysis di atas, diperoleh isu strategis yaitu “Automasi dan
penyebaran informasi Biro Kepegawaian secara langsung
kepada PNS”. Hal tersebut menjadi prioritas utama yang dijadikan
fokus area perubahan yakni PNS Kementerian Dalam Negeri dapat
mengakses langsung pelayanan yang dilakukan oleh Biro
Kepegawaian tanpa harus melalui unit kerja dan dapat dilakukan
secara mandiri serta dapat dilakukan pemantauan secara berkala
oleh seluruh PNS Kemendagri. Adapun gagasan perubahannya
adalah “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
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ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MELALUI TRANSFORMASI
DIGITAL PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI™.

6. Inovasi

Adapun inovasi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan isu pelayanan Biro
Kepegawaian yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Permasalahan ini
merupakan permasalahan menahun dan cenderung tidak diselesaikan
dengan langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Digitalisasi ini dengan
memanfaatkan aplikasi SIKERJA yang selama ini sudah familiar digunakan
oleh PNS Kemendagri, sehingga dapat langsung diimplementasikan
dikarenakan masing-masing PNS telah memiliki akun SIKERJA.
Pengembangan aplikasi SIKERJA dengan memasukkan instrumen digitalisasi
pelayanan administrasi Biro Kepegawaian ke dalamnya, diperoleh manfaat
dan keberlanjutan sebagai berikut

a. Pelayanan Biro Kepegawaian yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dan
masih dilakukan secara manual dapat diperbaiki dengan hadirnya
pelayanan administrasi kepegawaian secara digital melalui aplikasi
SIKERJA. PNS Kementerian Dalam Negeri dapat mengajukan dan
berkonsultasi langsung apabila terdapat keperluan dan kendala terkait
administrasi kepegawaian yang sedang dialami.

b. Pengembangan aplikasi SIKERJA dengan memasukkan layanan
administrasi kepegawaian ke dalamnya juga memungkinkan tercovernya
seluruh layanan administrasi Biro Kepegawaian yang selama ini dilakukan.
Selain itu, PNS yang telah melakukan pengajuan dan konsultasi dapat
secara berkala mengecek progress pelayanan yang sedang dilakukan oleh
admin Biro Kepegawaian.

c. Kontrol kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang selama ini
sudah dilakukan dan tidak terdeteksi, dengan adanya digitalisasi pelayanan
administrasi kepegawaian melalui pengembangan aplikasi SIKERJA dapat
diketahui berdasarkan jenis pelayanan. Penilaian kualitas pelayanan ini

diberikan langsung oleh PNS penerima layanan, sehingga dari hasil
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penilaian yang sudah diberikan dapat dilakukan evaluasi terhadap jenis

pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Tabel 2
Kriteria Inovasi Proyek Perubahan

INOVASI
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MELALUI
NO. KRITERIA TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIRO
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. | Kebaruan (novelty) Saat ini belum ada satupun aplikasi di Biro Kepegawaian
dalam sebuah dan Kemendagri yang secara khusus dapat diakses
perubahan langsung oleh PNS Kemendagri dalam pemberian dan

penilaian kualitas, sehingga inovasi ini merupakan langkah
awal dan pertama di Kemendagri dalam strategi
peningkatan layanan administrasi kepegawaian secara

berkelanjutan.

2. | Dampak positif dan Tersedianya kanal pengajuan, informasi, dan penilaian
manfaat secara langsung dari penerima pelayanan yang dapat
digunakan sebagai bahan dasar evaluasi pelayanan

administrasi kepegawaian yang telah dilakukan

3. | Solusi terhadap Mendigitalisasi seluruh pelayanan administrasi
permasalahan pokok kepegawaian sehingga meminimalisir penggunaan berkas
fisik dan diperoleh informasi kualitas dari pelayanan yang

telah diberikan

4. | Berkesinambungan dan | Sistem informasi yang dibangun terintegrasi dengan
dapat direplikasikan aplikasi SIKERJA

5. | Memiliki kompatibilitas Program ini diyakini dapat konsisten dengan nilai — nilai
pelayanan publik di masa depan dalam menjawab
tantangan digitalisasi dalam implementasi Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri.

7. Analisa Diagnosa Organisasi
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Kondisi Umum Organisasi

a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Organisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).
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Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana
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c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah PNS Biro Kepegawaian berjumlah 114 orang yang
tersebar di 4 (empat) Bagian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. | Golongan A B Rugng D E Jumlah

1. I 0 0 0 1 - 1

2. Il 2 0 3 1 - 6

3. 11 17 38 21 19 - 95

4. \Y 7 4 1 0 0 12
Jumlah 114

Sumber : SIMPEG-KDN, November 2022
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai

Biro Kepegawaian Kemendagri yang terbanyak adalah golongan Il

(83%).
Tabel 4
PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Doktoral 0
2. | Pascasarjana (S2) 32
3. | Sarjana (S1) 72
4. | Diploma 1 - Diploma 3 (D.l11) 5
5. | SLTA 3
6. | SMP 1
7. | SD 1

Jumlah 114

Sumber : SIMPEG-KDN, November 2022
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Biro
Kepegawaian yang terbanyak adalah pendidikan Sarjana (S1) sebanyak
63,15%.
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No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. 20 — 30 47
2. 31-40 33
3. 41 -50 21
4. >51 13

Jumlah 114

Sumber : SIMPEG-KDN, November 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Biro

Kepegawaian yang terbanyak adalah dalam rentang usia 20 — 30 tahun

(41,2%).

Tabel 6

PNS Biro Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.

Laki — laki

Perempuan

Jumlah

68

46

114

Sumber : SIMPEG-KDN, September 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan

perbandingan komposisi jumlah PNS laki - laki dan perempuan, meskipun
PNS berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan PNS

berjenis kelamin perempuan.

8. Visitasi Best Practice

Dalam konteks Learning Organization, maka telah dilakukan kegiatan Visitasi

Agenda Pembelajaran dengan lokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Bali. Dari kegiatan tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa dengan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran untuk

menjaga spirit reform dan konsistensi implementasi Proyek Perubahan adalah
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kunci keberhasilan. Selain itu, dengan menumbuhkan high dedication pada
organisasi serta menanamkan nilai-nilai budaya organisasi dalam rangka

peningkatan pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penelitian Denny Saputra (2018) dengan judul The Effect Of Employee’s
Administrative Service To Civil Servant Satisfaction In Local Apparatus Agency At
South Kalimantan Province, menunjukan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh
yang signifikan antara kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang

diberikan terhadap kepuasan pegawai negeri sipil yang menerima layanan.

Penelitian Susana (2018) dengan judul Pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Kendari, memiliki fokus masalah pada pelaksanaan administrasi
kepegawaian pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa untuk mengatasi hambatann
pada pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia yakni dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Penelitian Ida Syafriyani dkk (2018) dengan judul Penerapan E-Government
Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi di BKPSDM Kabupaten
Sumenep, menunjukan hasil bahwa secara garis besar penerapan E-Government
melalui aplikasi SIMPEG telah diterapkan dengan baik. Selain itu penerapan E-
Government juga didukung oleh E-Leadership, pengelolaan informasi, dan

infrastruktur jaringan informasi seperti Server dan Fitur Optic.

Penelitan Mardesah dkk (2021) dengan judul Kualitas Pelayanan
Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,
menunjukan hasil bahwa kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang
belum memuaskan dikarenakan terdapat dimensi pengukuran yang bernilai
negatif yaitu dimensi realibility -0,15 dan responsiveness -0,46. Sehingga dari
hasil penelitian ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi agar optimal dan merubah dimensi
pengukuran yang bernilai negatif menjadi positif.
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Penelitian Asyik, dkk (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, meneliti tentang
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan menggunakan Teori
Edwards llll, yang ditentukan oleh empat variabel meliputi komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Setelah mencermati keempat tinjauan kepustakaan di atas, dapat diambil
kesimpulan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam layanan administrasi
kepegawaian dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan penerima
layanan. Dari segi substansi dan konteks, terdapat perbedaan yang sangat
mendasar antara Proyek Perubahan yang digagas dengan tinjauan kepustakaan
yang sudah dilakukan. Dalam tulisan ini, yang menjadi segi novelty Proyek
Perubahan yaitu:

1) Kemampuan aplikasi untuk melakukan pengajuan dan tracking secara mandiri
sehingga mengefisienkan waktu dan biaya pelayanan
2) Kontrol kualitas yang dapat dilakukan secara realtime dan berasal langsung dari

penerima layanan.
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C. Alur Pikir Strategis Proyek Perubahan

VISI DAN MISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2020 - 2024

MISI

Misi ke 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan
pelayanan publik dan reformasi birokrasi

TUGAS DAN FUNGSI BIRO KEPEGAWAIAN (PERMENDAGRI 13/2021)

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pembinaan dan pengelolaan administrasi
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan
Kementerian, pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara di lingkungan

Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAS SEIN DAS SOLLEN
Belum terdigitalisasinya Terdigitalisasinya seluruh
seluruh layanan layanan administrasi
administrasi kepegawaian kepegawaian pada Biro
pada Biro Kepegawaian Kepegawaian Sekretariat
Sekretariat Jenderal Jenderal Kementerian
Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri

ANALISIS ISU STRATEGIS DENGAN METODE GRID ANALYSIS
Automasi dan penyebaran informasi Biro Kepegawaian secara langsung kepada
seluruh PNS Kemendagri

JUDUL
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIRO
KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM
NEGERI

STRATEGI 7P
Product, Place, Price, Promotion, People, Process, Physical
Evidence

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL PADA
BIRO KEPEGAWAIAN
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1.2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Modal dasar yang dapat digunakan oleh Biro Kepegawaian untuk mewujudkan
good governance meliputi sumber daya manusia, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya.
Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam proses pelayanan bertujuan
agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas
penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian. Pelayanan kepegawaian berbasis
teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian menjadi solusi
dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian serta dapat mengubah pandangan dan
persepsi terhadap Biro Kepegawaian dari yang sebelumnya cenderung birokratis, tidak
mampu memberikan informasi yang kurang mencukupi, kurang transparan dan lamban

menjadi fleksibel, cepat, dan transparan.

Bagan 1
Jenis Layanan pada Biro Kepegawaian

G

Penerbitan SK Japsl 5LKS
Penesimaan CENS sHukurnan Disiplin
*Pengusulan formasi *Penghargaan ASN
+TU Biro Kepeg “LHKPM
sMangiemen Data Kepegawaian E:z‘:’:{:‘ Per-Uikan Kepeg

. 4 " Sirukt =Perpindahan PNS

o sl - *Penempatan PP IPDN
+  Penerbitan [zin dan Tugas Belajar “Pasiun
+ Pemberian Rekomendas! Beasiswa

=Kenaikan Pangkat
*Pengangkatan CPNS dan PNS
*Pemberhentian PNS

KGE

+  Usul dan penstapan peserta diklat
v Assessrent Center

Seluruh layanan di atas merupakan jenis layanan krusial yang secara rutin
maupun berkala sangat dibutuhkan oleh PNS Kemendagri, namun belum sepenuhnya
dilakukan secara digital sehingga terdapat beberapa layanan yang masih dilakukan
dengan tatap muka dan menggunakan berkas fisik (paper based). Selain itu, Unit
Layanan Administrasi (ULA) Biro Kepegawaian yang telah lama tersedia belum dapat

berjalan dengan maksimal dan hanya difungsikan sebagai loket penerimaan surat.
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Gambar 2

Kondisi ULA Biro Kepegawaian

Dalam hal layanan administrasi kepegawaian yang belum terdigitalisasi, maka
kecepatan dan kualitas pelayanan tidak dapat diketahui dan diukur dengan suatu standar
yang baku. Hal ini menyebabkan layanan Biro Kepegawaian seringkali mendapatkan
sorotan dan kritik dikarenakan keterlambatan dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam
sebuah proses layanan administrasi yang sebenarnya masuk ke dalam kategori
pelayanan sederhana. Selain itu, penyebaran informasi masih dilakukan secara manual
melalui kepegawaian komponen/unit kerja, dimana hal ini tentu sangat memakan waktu
dan harus melalui jenjang hirarki yang panjang. Hal ini membuat PNS yang memiliki
permasalahan terkait kepegawaian tidak mengakses langsung layanan yang diberikan

oleh Biro Kepegawaian dan harus melalui unit kepegawaian komponen.

Selain itu, belum ada satu pun layanan pada Biro Kepegawaian yang tersertifikasi
ISO. Hal ini secara langsung menggaris bawahi bahwa pelayanan yang dilakukan oleh
Biro Kepegawaian belum memiliki kontrol kualitas yang baik. Tidak adanya kontrol akan
kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian membuat kualitas
pelayanan Biro Kepegawaian tidak diketahui dan tidak mengalami peningkatan pesat

dari waktu ke waktu.

Hal yang menjadi titik perhatian selanjutnya adalah pelayanan yang ada pada Biro
Kepegawaian seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai mekanisme
melakukan praktik transaksional yang tidak diperkenankan oleh ketentuan perundang-
undangan. Mekanisme pelayanan masih manual dan tidak diubah membuat Biro
Kepegawaian telah beberapa kali mendapatkan sorotan terkait adanya transaksional

dalam pengurusan kepegawaian. Hal ini tentu menjadi kritik keras ditengah era
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keterbukaan dan efisiensi dan telah menjadi permasalahan krusial yang harus segera
diatasi.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah terobosan yang strategis dan Proyek
Perubahan dengan mengambil judul “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL
PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM
NEGERI”, dengan tujuan utamanya adalah mendigitalisasi seluruh layanan administrasi
Biro Kepegawaian dan mendekatkan pengajuan layanan langsung kepada PNS di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
A. Tujuan Proyek Perubahan untuk Organisasi Adaptif

Tujuan Proyek Perubahan ini adalah menetapkan dan mengimplementasikan
kebijakan strategis untuk Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
Melalui Kebijakan Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri. Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya
target dalam jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang, dengan rincian

sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Jangka Pendek (60 hari)

a) Terbentuknya Tim Efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi melalui
Kebijakan Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

b) Tersusunnya rencana kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Bisnis
Proses Layanan Pengaduan Kepegawaian.

c) Terlaksananya koordinasi dan benchmarking terhadap instansi lain.

d) Terbangunnya layanan kepegawaian digital pada SIKERJA dan indeks kepuasan
layanan.

e) Tersusunnya rancangan dan ditetapkannya Kepmendagri tentang Standar
Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi
Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

f) Terlaksananya Soft Launching digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian
melalui pengembangan aplikasi SIKERJA.

g) Terlaksananya sosialisasi pelayanan administrasi kepegawaian secara digital

melalui pengembangan aplikasi SIKERJA.
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2) Capaian Jangka Menengah (6 bulan)
Terlaksananya FGD dengan mengundang perwakilan instansi, para ahli, mitra
komponen/mitra kerja dan Pemda terkait untuk memperoleh masukan

pengembangan yang komprehensif.

3) Capaian Jangka Panjang (18 bulan)
a) Terinformasinya Layanan Kepegawaian terintegrasi kepada masyarakat melalui
media kehumasan pemerintah dan media massa.
b) Terlaksananya penggunaan aplikasi layanan kepegawaian dan indeks kepuasan
layanan kepada Pemda di seluruh Indonesia
c) Terintegrasinya layanan administrasi kepegawaian ke seluruh aplikasi

kepegawaian pada K/L terkait

B. Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat Proyek Perubahan ini bagi masing-masing pemangku kepentingan antara lain:
1. Bagi Kementerian Dalam Negeri

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan pelayanan administrasi yang

sepenuhnya terdigitalisasi pada Kementerian Dalam Negeri.

2. Bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
a) Ketepatan pengambilan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang saat ini sedang
dilakukan;
b) Menjadi produk kebijakan dalam upaya membentuk Zona Intergritas (ZI) dan
Wilayan Bebas Korupsi (WBK);
c) Meningkatnya pengelolaan standar dalam penilaian dan pengelolaan SPBE;
d) Meningkatnya layanan publik kepada seluruh PNS Kementerian Dalam Negeri;
e) Berkontribusi dalam menjalankan proses bisnis organisasi guna mempercepat
ketercapaian tujuan Visi dan Misi Menteri Dalam Negeri;
3. Bagi Biro Kepegawaian
a) Mengurangi pelayanan yang berbiaya tinggi (transaksional) yang selama ini
kerapkali terjadi pada Biro Kepegawaian dan dikeluhkan oleh sebagian besar PNS
Kementerian Dalam Negetri;

b) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja Biro Kepegawaian;

Laporan Implementasi Proyek Perubahan PKN Il Tahun 2022
23



N
20

c) Meningkatnya koordinasi dan pemanfaatan jejaring kerja dalam pengelolaan
layanan administrasi kepegawaian;

d) Meningkatkan efektifitas kinerja pegawai dalam pelayanan kepegawaian;

e) Menurunnya angka keluhan dan kritik terhadap kinerja layanan Biro Kepegawaian

f) Mengetahui indeks penilaian layanan dan titik-titik lemah layanan administrasi
pada Biro Kepegawaian

g) Terbangunnya jejaring pengawasan, pembinaan dan pendampingan dalam
kebutuhan akan layanan administrasi kepegawaian.

1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN
1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM dilakukan melalui pembentukan Tim Efektif yang beranggotakan
pejabat struktural, fungsional, pelaksana, dan tim IT di Lingkungan Biro Kepegawaian.
Pembagian kerja dipetakan sesuai dengan kepakaran masing-masing anggota serta
disesuaikan dengan rutinitas kerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan

optimal.

Tim yang terbentuk memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan pencapaian
milestone tahapan kegiatan. Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang
bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar
organisasi menjadi lebih adaptif dan lincah (agile) dalam menghadapi setiap perubahan.

Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi,
mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu Proyek Perubahan pada organisasi.
Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola Proyek Perubahan ini adalah Mentor, Coach,
Project Leader dan Tim Kerja. Tata kelola Proyek Perubahan merupakan hal yang sangat
penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam Proyek Perubahan sekaligus
untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya Proyek Perubahan. Tata kelola
Proyek Perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam Proyek Perubahan yang
bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang
terlibat dalam Proyek Perubahan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap Proyek Perubahan.
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Adapun peran dan penjelasan Tim Kerja Proyek Perubahan adalah sebagai berikut:

A. Mentor

Mentor mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada Project Leader dan

memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap keberhasilan Proyek Perubahan.

Mentor yang akan mendukung keberhasilan Proyek Perubahan ini adalah :

Nama : Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

NIP

: 19640502 198702 1 005

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Adapun tugas Mentor adalah sebagai berikut :

1) Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi
permasalahan yang krusial dalam organisasi, terkait dengan implementasi Proyek
Perubahan;

2) Membantu peserta dalam memetakan milestone yang akan dilaksanakan dan
rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;

3) Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan
atas dokumen proposal Proyek Perubahan yang diajukan oleh Project Leader.

4) Memberikan dukungan penuh kepada Project Leader dalam mengimplementasikan
Proyek Perubahan;

5) Memberikan dukungan dalam membangun kolaborasi bersama unit kerja, pejabat
struktural dan pelaksana yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan
dan implementasinya,

6) Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi
permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang
diperlukan;

7) Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam
implementasi Proyek Perubahan;

8) Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

B. Coach

Coach mempunyai tugas untuk memberikan motivasi dan membimbing serta

memantau pelaksanaan Proyek Perubahan. Pada Proyek Perubahan ini, yang akan

bertugas sebagai Coach adalah :
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Nama : Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, MPst
NIP 119591029 198603 1 001
Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kemendagri

Adapun tugas Coach sebagai berikut :

1) Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam
proses rancangan Proyek Perubahan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri
dalam bentuk implementasi Proyek Perubahan;

2) Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan Proyek Perubahan dan
sebagai inspirator;

3) Membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta
dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor;

4) Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan
Project Leader sesuai yang dijadwalkan;

5) Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;

6) Menjadi konsuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan

pengimplementasian Proyek Perubahan.

C. Project Leader
Project Leader memiliki tugas dalam pelaksanaan dan koordinasi serta memiliki
kepentingan besar terhadap keberhasilan Proyek Perubahan. Project Leader yang

melakukan pelaksanaan proyek ini adalah :

Nama : Drs. Bahrudin, M.Si
NIP : 19720815 199303 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Disiplin dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian

Adapun tugas Project Leader :
1. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan;
2. Mempersiapkan dan merencanakan konsep Proyek Perubahan sebelum pertemuan
dengan Mentor atau Coach;
3. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach;
4. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholders terkait (internal
maupun eksternal);

5. Membuat laporan kegiatan dan milestone Implementasi Proyek Perubahan;
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6. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam milestone
dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;

7. Secara aktif melakukan diskusi dan melaporkan kemajuan implementasi Proyek
Perubahan kepada Mentor/Coach;

8. Mempedomani rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan Proyek Perubahan
sebagai dasar pencapaian target perubahan;

9. Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal dan eksternal) dalam
mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan;

10.Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap
kemajuan yang dihasilkan dalam milestone implementasi Proyek Perubahan;

11.Mengelola pendokumentasian kegiatan.

D. Tim Efektif

Tim Efektif merupakan tim yang membantu Project Leader dalam merealisasikan
Proyek Perubahan dimulai dari persiapan hingga tercapainya kemanfaatan Proyek
Perubahan sesuai dengan tahapan milestone yang direncanakan. Adapun susunan

anggota tim kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Tim Efektif
No Nama Kedudukan Jabatan
1. | Dian Andy Permana, M.Si Ketua Kepala Biro Kepegawaian
2. | Drs. Bahrudin, M.Si Wakil Ketua Kepala Bagian Disiplin dan
Penghargaan
3. | Beny Cahyadie, S.STP.,M.Si Sekretaris Kepala Bagian Perencanaan
Kepegawaian pada Biro Kepegawaian
4. | Aji Fauji Farsa, S.STP, M.Kesos Anggota Kepala Subbagian Penilaian
Kompetensi dan Penataan Jabatan
pada Bagian Pengembangan Karier
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
5. | Krisnubrata Widyarto, Anggota Pranata Komputer Ahli Muda Selaku
S.Kom, M.Si Sub Koordinator Pada Subbagian Data
Dan Informasi Kepegawaian Bagian
Perencanaan
6. | Arif Dharmawan, S.STP,MPP Anggota Analis Kepegawaian Ahli Muda pada
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
7. | Yowansyah, S.STP Anggota Analis Penegakan Integritas Dan
Disiplin  Sumber Daya Manusia
Aparatur Pada Subbagian Administrasi
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No Nama Kedudukan Jabatan

Penghargaan Dan Perlindungan
Bagian Disiplin Dan Penghargaan Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal

8. | Rifki Ardiansyah, S.Kom Anggota Pengevaluasi Program dan Kinerja
pada Subbagian Penilaian Kinerja
Pegawai Bagian Pengembangan Karier
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

9. | Sutrisno, S.IP Anggota Analisis Kepegawaian Ahli Pertama

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

10.| Adima Insan Akbar Noors, S.STP., Anggota Analis Data dan Informais pada

MPA Subbagian Pengangkatan Pegawai
Bagian Mutasi

11.| Zulkarnaen, S.IP,M.E Anggota Analis Kebijakan Ahli Pertama pada

Bagian Pengembangan Karier Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal

12.| Erizka Romdhania, S.IP Anggota Analis Permasalahan Hukum pada
Subbagian Peraturan Kepegawaian
Bagian Disiplin Dan Penghargaan Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal

13.| Satrio Aji Wibowo, S.Sos Anggota Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Adapun tugas Tim Efektif adalah sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Proyek Perubahan;

2) Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung
pelaksanaan Proyek Perubahan;

3) Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data untuk kepentingan Proyek Perubahan;

4) Mendokumentasikan setiap proses kegiatan Proyek Perubahan dalam bentuk
dokumen tertulis, foto, dan video;

5) Mempersiapkan surat — surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam
penyusunan Proyek Perubahan;

6) Melakukan koordinasi pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

7) Melakukan analisis pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

8) Mengkoordinasikan pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

9) Melakukan sosialisisasi pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

10) Melakukan penyusunan manual book pengembangan aplikasi SIKERJA yang

terintegrasi dengan layanan administrasi kepegawaian secara digital,
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11) Membantu dalam pelaksanaan uji coba pengembangan aplikasi SIKERJA yang
terintegrasi dengan layanan administrasi kepegawaian secara digital,

12) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Proyek Perubahan;

13) Melakukan pemetaan kendala dan mencari solusi alternatif apabila terdapat potensi
masalah sepanjang Proyek Perubahan dilaksanakan;

14) Memastikan Proyek Perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan

perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders.

2. Manajemen Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan, kegiatan ini didukung oleh
pendanaan swakelola dan dukungan DIPA Biro Kepegawaian Tahun 2022. Dukungan
pendanaan swakelola difokuskan untuk penyediaan tenaga ahli/pakar serta dukungan-
dukungan pendanaan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui
penganggaran APBN. Koordinasi terkait dukungan pendanaan ini telah dilakukan dan
telah disepakati tidak hanya untuk penyelesaian implementasi Proyek Perubahan jangka
pendek namun juga untuk penyelesaian implementasi Proyek Perubahan jangka

menengah dan jangka panjang.
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BAB Il
RENCANA PROYEK PERUBAHAN

2.1.  OUTPUT KUNCI

Output kunci dari pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat dipetakan menurut
periode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1) Jangka Pendek

a) Terbentuknya Tim Efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi melalui
Kebijakan Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

b) Tersusunnya rencana kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan
Bisnis Proses Layanan Pengaduan Kepegawaian.

c) Terlaksananya koordinasi dan benchmarking terhadap instansi lain.

d) Terbangunnya layanan kepegawaian digital pada SIKERJA dan indeks
kepuasan layanan.

e) Tersusunnya rancangan dan ditetapkannya Kepmendagri tentang Standar
Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi
Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

f) Terlaksananya Soft Launching digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian
melalui pengembangan aplikasi SIKERJA.

g) Terlaksananya sosialisasi pelayanan administrasi kepegawaian secara digital
melalui pengembangan aplikasi SIKERJA.

2) Jangka Menengah

Terlaksananya FGD dengan mengundang perwakilan instansi, para ahli, mitra
komponen/mitra kerja dan Pemda terkait untuk memperoleh masukan

pengembangan yang komprehensif.

3) Jangka Panjang

a) Terinformasinya Layanan Kepegawaian terintegrasi kepada masyarakat melalui
media kehumasan pemerintah dan media massa.
b) Terlaksananya penggunaan aplikasi layanan kepegawaian dan indeks kepuasan

layanan kepada Pemda di seluruh Indonesia
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c) Terintegrasinya layanan administrasi kepegawaian ke seluruh aplikasi

kepegawaian pada K/L terkait

Pencapaian pada output kunci jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang di atas diharapkan dapat menandai tercapainya outcome Proyek Perubahan ini,
yaitu tercapainya peningkatan kualitas pelayanan administrasi Biro Kepegawaian melalui
kebijakan transformasi digital secara signifikan, jelas, dan terukur sehingga kinerja
layanan administrasi pada Biro Kepegawaian lebih efisien dan efektif sesuai dengan
Renstra dan Renja Kemendagri secara keseluruhan.

2.2. TAHAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Tahapan yang akan dilaksanakan selama proses Implementasi Proyek
Perubahan akan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah,
dan jangka panjang yang direncanakan akan diimplementasikan sesuai dengan tabel
berikut:

Tabel 8
Pencapaian Milestone Jangka Pendek
. Wakt . : i
No. Tahapan dan Kegiatan q . Hasil Kegiatan PERTEDEEL
Kegiatan
1 Pembentukan Tim Efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian melalui
Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
a. Identifikasi Anggota Minggu I Hasil Identifikasi anggota 100%
(September
2022)
b. | Penyusunan SK Tim SK Tim Efektif
C. Kick off meeting Undangan Rapat
Notulen
Dokumentasi

2 Tersusunnya rencana kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Bisnis Proses Layanan

Pengaduan Kepegawaian

a. | Melakukan rapat persiapan Minggu Il | Undangan Rapat 100%

teknis pelaksanaan kegiatan (September | Notulen
2022) Dokumentasi

b. | Menyusun KAK Kegiatan, SOP KAK Kegiatan, SOP dan Bisnis
dan Bisnis Proses Proses Pengembangan Aplikasi
Pengembangan Aplikasi SIKERJA.

SIKERJA.

3 Pelaksanaan Koordinasi dan Benchmarking ke instansi lain
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No. Tahapan dan Kegiatan qutu Hasil Kegiatan FENEE
Kegiatan
a Rapat Teknis/FGD Minggu Ill | Undangan Rapat FGD 100%
Benchmarking ke instansi (September | Notulen
BPKP dan Telkom Indonesia 2022) Dokumentasi
4 Pembangunan layanan kepegawaian pada SIKERJA dan indeks kepuasan layanan
a Koordinasi dengan seluruh Minggu Ill | Undangan Rapat 100%
bagian pada Biro Kepegawaian (Oktober | Notulen
untuk dialog awal 2022) Dokumentasi
b Pengembangan Aplikasi Dummy Pengembangan Aplikasi
SIKERJA dan indeks kepuasan SIKERJA.
layanan
Membuat rancangan dan menetapkan Kepmendagri tentang Standar Operasional Prosedur
5 Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
a Membuat rancangan dan Minggu Il - | 1. Undangan Pembahasan 100%
menetapkan Kepmendagri v rancangan dan penetapan
tentang Standar Operasional (November Kepmendagri tentang Standar
Prosedur Layanan Administrasi 20225 Oper'aslonal. R L.ayanan
: ] Administrasi Kepegawaian
Kepegaweuah n?e_lalw - melalui Transformasi Digital
Transformasi Digital pada Biro pada Biro Kepegawaian
Kepegawaian Sekretariat Sekretariat Jenderal
Jenderal 2. Rancangan dan Naskah
Kepmendagri tentang Standar
Operasional Prosedur Layanan
Administrasi Kepegawaian
melalui Transformasi Digital
pada Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal
3. Notulen
Dokumentasi
6 Soft Launching Pengembangan Aplikasi SIKERJA untuk Layanan Administrasi Kepegawaian
melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
a Rapat Kordinasi internal Minggu Ill | Undangan Soft Launching 100%
kesiapan Soft Launching (November | Notulen
Pengembangan Aplikasi 2022) Dokumentasi
SIKERJA dan indeks kepuasan
layanan
b Pelaksanaan Soft Launching Manual Book
7 Menyelenggarakan Sosialisasi penggunaan layanan administrasi kepegawaian melalui
transformasi digital dengan pengembangan aplikasi SIKERJA
a Sosialisasi penggunaan Minggu IV | o Undangan Sosialisasi 100%

(November | o
2022)

Notulen
o Dokumentasi

layanan administrasi
kepegawaian melalui
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No. Tahapan dan Kegiatan qutu Hasil Kegiatan Pencapalan
Kegiatan
transformasi digital dengan o Manual Book
pengembangan aplikasi
SIKERJA
Tabel 9
Pencapaian Milestone Jangka Menengah
No. Tahapan dan Kegiatan Wa}ktu Hasil Kegiatan SETEE A
Kegiatan
Melaksanakan FGD dengan mengundang perwakilan instansi, para ahli, mitra
1 | komponen/mitra kerja dan Pemda terkait untuk memperoleh masukan pengembangan
yang komprehensif.
FGD dengan mengundang Januari - o Undangan -
perwakilan instansi, para ahli, Agustus o Daftar Hadir
mitra komponen/mitra kerja 2023 o NOtU/'S_”d _
dan Pemda terkait untuk c ARECT U g
memperoleh masukan
pengembangan yang
komprehensif
Tabel 10
Pencapaian Milestone Jangka Panjang
No. Tahapan dan Kegiatan ngtu Hasil Kegiatan SlleEpe
Kegiatan
1 Menginformasikan Layanan Kepegawaian Terintegrasi dan mendorong penggunaan aplikasi
layanan kepegawaian dan indeks kepuasan layanan kepada Pemda di seluruh Indonesia
a. | Menginformasikan Layanan | 2023-2024 | o Flyer sosialisasi -
Kepegawaian terintegrasi o Konten publikasi pada
kepada masyarakat melalui media kehumasan
media kehumasan pemerintah pemerintah dan media
dan media massa massa
b. Mendorong penggunaan o Surat Edaran kepada -
aplikasi layanan kepegawaian Pemerintah Daerah
dan indeks kepuasan layanan o Pandduan kepz;da
kepada Pemda di seluruh Pemda  yang axan
ind . menggunakan aplikasi
ndonesia layanan  kepegawaian
dan indeks kepuasan
layanan
C. Mengintegrasikan layanan Surat Permintaan Integrasi -

administrasi kepegawaian
secara digital ke seluruh

Aplikasi ke K/L terkait
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No. Tahapan dan Kegiatan ngtu Hasil Kegiatan Pencapaian
Kegiatan
aplikasi kepegawaian pada
K/L terkait
2.3. IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDERS

Stakeholders terkait Proyek Perubahan dibagi dalam 2 (dua) jenis meliputi stakeholders

internal (dalam Sekretariat Jenderal) dan stakeholders eksternal (di luar Sekretariat

Jenderal) di antaranya:

a. ldentifikasi Stakeholders Internal Serta Peran dan Sikap Dukungannya

Tabel 11

Stakeholders Internal

No. | Stakeholders Internal Peran Sikap Dukungan
1. | Sekretaris Jenderal Mentor
Kementerian Dalam Arahan (+)
Negeri Instruksi
2. | Kepala Biro Kepegawaian | Atasan langsung
Arahan +)
Dukungan Kegiatan
3. | Kepala Biro Perencanaan | Dukungan penguatan (+)
substansi
4. | Kepala Biro Organisasi | Dukungan penguatan +)
dan Tatalaksana substansi
5. | Kepala Biro Hukum Dukungan penguatan +)
substansi
6. | Kepala Biro Keuangan | Dukungan teknis kegiatan +)
dan Aset
7. | Kepala Biro Administasi | Dukungan teknis kegiatan (+)
Pimpinan
8. | Kepala Biro Umum Dukungan penguatan (+)
substansi

Keterangan : Mendukung (+), Tidak Mendukung (-), Netral (+/-)
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b. Identifikasi Stakeholders Eksternal Serta Peran dan Sikap Dukungannya
Tabel 12

Stakeholders Eksternal

No. Stakeholders Eksternal Peran Sikap Dukungan
1. | Menteri Sekretariat Negara Dukungan penguatan (+)
kebijakan
2. | Kepala Lembaga Administrasi Instansi Pembina (+/-)
Negara Pertimbangan
3. | Kepala Badan Kepegawaian Negara | Dukungan penguatan (+)
kebijakan
4. | Inspektur Jenderal Dukungan penguatan (+)
kebijakan
5. | Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dukungan penguatan (+)
kebijakan
6. | Direktur Jenderal Bina Administrasi Dukungan penguatan (+)
Kewilayahan kebijakan
7. | Direktur Jenderal Politik dan Dukungan penguatan (+)
Pemerintahan Umum kebijakan
8. | Direktur Jenderal Bina Dukungan penguatan (+)
Pembangunan Daerah kebijakan
9. | Direktur Jenderal Bina Dukungan penguatan (+)
Pembangunan Daerah kebijakan
10. | Direktur Jenderal Bina Dukungan penguatan (+)
Pemerintahan Desa kebijakan
11. | Direktur Jenderal Kependudukan Dukungan penguatan (+)
dan Pencatatan Sipil kebijakan
12. | Kepala BSKDN Dukungan penguatan (+)
substansi
13. | Kepala BPSDM Kemendagri Dukungan penguatan (+)
substansi
14. | Rektor IPDN Dukungan penguatan (+)
kebijakan
15. | Sekretaris BNPP Dukungan penguatan (+)
kebijakan
16. | Sekretaris DKPP Dukungan penguatan (+)
kebijakan

Keterangan : Mendukung (+), Tidak Mendukung (-), Netral (+/-)

A. ANALISIS PENGARUH STAKEHOLDERS

Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap Proyek Perubahan ini, maka

selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya pengaruh dan

kepentingan terhadap Proyek Perubahan, dikategorikan dalam kelompok:

a. Promoters (Key Players), yaitu stakeholders yang sangat dibutuhkan dan yang
memiliki kepentingan tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu
keberhasilan Proyek Perubahan ini, atau kategori kepentingan tinggi, pengaruh
tinggi.
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b. Defenders (Keep Informed), yaitu stakeholders yang perlu dalam Proyek Perubahan
dan yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan informasi mengenai
perkembangan Proyek Perubahan, serta menyuarakan dukungannya dalam
komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya keberhasilan
Proyek Perubahan ini, atau kategori memiliki kepentingan, pengaruh rendah.

c. Latents (Keep Satisfied), yaitu stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus
maupun terlibat dalam upaya perubahan ini, tetapi memiliki kekuatan besar untuk
mempengaruhi upaya perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah, pengaruh
tinggi.

d. Apathetics (Minimal Effort), yaitu stakeholders yang kurang memiliki kepentingan
maupun kekuatan terhadap Proyek Perubahan ini, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya Proyek Perubahan ini, atau kategori kepentingan rendah,
pengaruh rendah.

Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders berdasarkan tingkat

pengaruh dan kepentingan terhadap Proyek Perubahan ini sebagaimana bagan berikut:

Gambar 3
Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan
LATENTS PROMOTERS
1. Menteﬁ PAN dan RB 1. Pimpinan UKE | di Kemendagri
2. Menteri Dalam Negeri 2. Kepala Biro Kepegawaian
3. Kepala LAN _ 3. Kepala Bagian Pengembangan Karier
4. Kementerian/Lembaga terkait 4. Kepala Bagian Disiplin dan
Penghargaan
5. Kepala Bagian Perencanaan
Kepegawaian
6. Kepala Bagian Mutasi
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B. STRATEGI MOBILISASI STAKEHOLDERS
Untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan perlu adanya upaya

menggerakkan stakeholders di masing-masing kuadran melalui teknik sebagai berikut :

Tabel 13
Strategi Mobilisasi Stakeholders
NO | KUADRAN UPAYA YANG DILAKUKAN
1. | Promoters 1. Meyakinkan bahwa Proyek Perubahan memang

sangat dibutuhkan.

2. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan
seluruh tahapan Proyek Perubahan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

3. Melakukan konsultasi dan meminta arahan
kebijakan pada setiap tahapan Proyek Perubahan.

4. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

5. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan,
kendala dan hambatan yang terjadi.

2. | Latents 1. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan
manfaat dari Proyek Perubahan.

2. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat
melibatkan diri dalam Proyek Perubahan.

3. Memberikan informasi secara berkelanjutan tentang
Proyek Perubahan yang akan dilakukan.

3. | Defenders 1. Memberikan informasi secara berkelanjutan tentang
Proyek Perubahan yang akan di lakukan.

2. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat
terlibat dalam proses kegiatan.

3. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam
pelaksanaan Proyek Perubahan.

4. | Apathetics 1. Memberikan pemahaman akan arti penting dan
manfaat Proyek Perubahan.

2. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi
tentang pelaksanaan Proyek Perubahan dan
hasilnya.

3. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi
terhadap kegiatan Proyek Perubahan.
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Teknik komunikasi untuk mobilisasi stakeholders dapat dijelaskan dengan gambar
sebagai berikut:

Gambar 4
Teknik Komunikasi Stakeholders

POWER
A
/ Keep Satisfied (Latents) \ K Key Players (Promoters) \
1. Melakukan komunikasi efektif untuk 1. Meyakinkan bahwa Proyek
meyakinkan manfaat dari Proyek Perubahan memang sangat
Perubahan ini dibutuhkan
2. Melakukan pendekatan dan 2. Selalu berkoordinasi dalam tahap
koordinasi agar dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
proses kegiatan evaluasi kegiatan
3. Memberikan informasi secara 3. Meminta bantuan dalam
berkelanjutan tentang Proyek menyelesaikan persoalan, kendala
\ Perubahan yang akan dilakukan / \ dan hambatan yang terjadi j

>

\4

2.4. RENCANA STRATEGIS MARKETING

Strategi marketing yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan merupakan
formula 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process and physical
evidence. Strategi marketing yang dimaksud adalah serangkaian aktifitas dari bauran

pemasaran (marketing mix) dari berbagai unsur yang ada.
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Gambar 5
Marketing Mix

Physical
Evidence

Tabel 14
Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 7P

ELEMEN STRATEGI

Product Strategi Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kepegawaian Melalui
Transformasi Digital pada Biro
Kepegawaian Sekretariat  Jenderal
Kementerian Dalam Negeri

Place Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Price 1. APBN DIPA Kementerian Dalam
Negeri;

Pendanaan swakelola

Website Biro Kepegawaian;
Media Sosial Biro Kepegawaian;
Surat Dinas;

Promotion

WwnN PN
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ELEMEN STRATEGI

4. Sosialisasi dalam Rakor, Raker, FGD
dan Rapat Konsultasi;

5. Flyer dan Video;

6. Whatsapp Komunitas Pegawai Biro
Kepegawaian

People Tim Efektif

Process Sinergitas tim baik internal maupun
eksternal, yang mampu membangun
sistem informasi, melakukan koordinasi
dan menggerakkan seluruh stakeholders
untuk peningkatan layanan administrasi
kepegawaian melalui transformasi digital

Physical Evidence Manfaat yang dirasakan oleh seluruh
PNS di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri

2.5. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA
Berdasarkan rumusan milestone dan tahapan, terdapat beberapa potensi kendala
yang akan menghambat kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan Proyek
Perubahan antara lain:

Tabel 15
Identifikasi Potensi Kendala dan Solusinya

NO KENDALA SOLUSI

1. | Terbatasnya waktu pelaksanaan | Konsisten dengan jadwal yang dibuat
Proyek Perubahan; dan disepakati, serta melakukan
pengendalian pada setiap milestone

kegiatan.

2. | Alokasi anggaran Proyek Perubahan | - Melakukan revisi anggaran internal;

belum tersedia dalam DIPA, - Menggunakan anggaran swakelola.

3. | Hambatan komunikasi dengan | - Menjadikan stakeholders sebagai
stakeholders mitra dan setiap kepentingan

bersama dilandasi saling percaya;
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NO KENDALA SOLUSI

- Meningkatkan komunikasi yang

efektif dan menyesuaikan jadwal

kesiapan stakeholders.

BAB Il
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam
jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-2 September hingga minggu ke-4 November

2022 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

3.1.1. Membentuk Tim Efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidenfikasi kebutuhan anggota sekaligus

untuk memetakan dan melakukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim

Efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Kebijakan

Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam

Negeri diselenggarakan pada tanggal 8 September 2022 yang bertempat di Ruang Rapat

Bagian Disiplin dan Penghargaan Biro Kepegawaian. Rapat ini dihadiri oleh pegawai

lingkup Biro Kepegawaian yang akan menjadi tim efektif dan tim IT Pengembangan

SIKERJA.
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Gambar 6
Rapat Tim Efektif

Dalam rapat disepakati untuk menjabarkan tugas kelompok kerja sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan Proyek Perubahan;

2. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung
pelaksanaan Proyek Perubahan;

3. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data untuk kepentingan Proyek Perubahan;

4. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan Proyek Perubahan dalam bentuk
dokumen tertulis, foto, dan video;

5. Mempersiapkan surat — surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam
penyusunan Proyek Perubahan;

6. Melakukan koordinasi pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

7. Melakukan analisis pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

8. Mengkoordinasikan pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

9. Melakukan sosialisisasi pengembangan aplikasi SIKERJA yang terintegrasi dengan
layanan administrasi kepegawaian secara digital;

10.Melakukan penyusunan manual book pengembangan aplikasi SIKERJA yang
terintegrasi dengan layanan administrasi kepegawaian secara digital,

11.Membantu dalam pelaksanaan uji coba pengembangan aplikasi SIKERJA yang
terintegrasi dengan layanan administrasi kepegawaian secara digital;

12.Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Proyek Perubahan;
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13.Melakukan pemetaan kendala dan mencari solusi alternatif apabila terdapat potensi

masalah sepanjang Proyek Perubahan dilaksanakan;

14.Memastikan Proyek Perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan

perencanaan, timeline dan dukungan seluruh stakeholders.

Adapun susunan tim efektif Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi

Kepegawaian melalui Kebijakan Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat

Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut :
Tabel 16
Tim Efektif

No

Nama

Kedudukan

Jabatan

Dian Andy Permana, M.Si

Ketua

Kepala Biro Kepegawaian

Drs. Bahrudin, M.Si

Wakil Ketua

Kepala Bagian Disiplin dan
Penghargaan

Beny Cahyadie, S.STP.,M.Si

Sekretaris

Kepala Bagian Perencanaan
Kepegawaian pada Biro Kepegawaian

Aji Fauji Farsa, S.STP, M.Kesos

Anggota

Kepala Subbagian Penilaian
Kompetensi dan Penataan Jabatan
pada Bagian Pengembangan Karier
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Krisnubrata Widyarto,
S.Kom, M.Si

Anggota

Pranata Komputer Ahli Muda Selaku
Sub Koordinator Pada Subbagian Data
Dan Informasi Kepegawaian Bagian
Perencanaan

Arif Dharmawan, S.STP,MPP

Anggota

Analis Kepegawaian Ahli Muda pada
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Yowansyah, S.STP

Anggota

Analis Penegakan Integritas Dan
Disiplin ~ Sumber Daya Manusia
Aparatur Pada Subbagian Administrasi
Penghargaan Dan Perlindungan
Bagian Disiplin Dan Penghargaan Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Rifki Ardiansyah, S.Kom

Anggota

Pengevaluasi Program dan Kinerja
pada Subbagian Penilaian Kinerja
Pegawai Bagian Pengembangan Karier
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Sutrisno, S.IP

Anggota

Analisis Kepegawaian Ahli Pertama
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

10.

Adima Insan Akbar Noors, S.STP.,
MPA

Anggota

Analis Data dan Informais pada
Subbagian Pengangkatan Pegawai
Bagian Mutasi

11.

Zulkarnaen, S.IP,M.E

Anggota

Analis Kebijakan Ahli Pertama pada
Bagian Pengembangan Karier Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal
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No Nama Kedudukan Jabatan

12.| Erizka Romdhania, S.IP Anggota Analis Permasalahan Hukum pada
Subbagian Peraturan Kepegawaian
Bagian Disiplin Dan Penghargaan Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal

13.| Satrio Aji Wibowo, S.Sos Anggota Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 800-6197 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 tentang
Penetapan Tim Helpdesk Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri. Salinan Keputusan Menteri tersebut dapat dilihat pada MILESTONE 1.
Gambar 7
Kepmendagri Tim Efektif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR EB00-6197 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MELALUT TRANSFORMASI DIGITAL PADA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian pada Biro Kepegawaian
Selkretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap
layanan administrasi kepegawaian pada Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diperlukan
Tim Helpdesk Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
Kepegawaian Melalui  Transformasi  Digital Pada Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri tentang Penetapan Tim Helpdesk Peningkatan
Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Melalui
Transformasi Digital Pada Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
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3.1.2. Penyusunan Rencana Kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan
Bisnis Proses Layanan Pengaduan Kepegawaian
Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut SOP merupakan suatu sistem
yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP
berbentuk dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dilaksanakan secara
kronologis guna membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan

hasil kerja secara efektif.

SOP atau Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang telah disusun dan ditetapkan
merupakan sebuah aspek penting dari setiap sistem kualitas layanan administrasi
kepegawaian. SOP Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian melalui
Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri yang telah disusun dan ditetapkan akan menentukan bagaimana tim bekerja
dalam proses formal dan terkoordinasi. SOP ini tidak hanya mampu menaikkan
produktivitas kerja namun juga mengurangi risiko kesalahan.

Dalam rangka peningkatan akurasi dan validasi, maka SOP ini juga turut dibahas
bersama tim efektif dan Coach. Akurasi dan validasi sangat diperlukan untuk menjamin
ruang lingkup dan kualitas SOP secara menyeluruh. Dalam hal ruang lingkup, maka

harus dipastikan SOP telah menjangkau semua aspek pelayanan Biro Kepegawaian dan

setiap tahapan telah diakomodir dengan benar.
Gambar 8
Rapat Penyusunan KAK, SOP, dan Bisnis Proses
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Tindak lanjut atas rapat ini adalah Kerangka Acuan Kerja, Standar Operasional
Prosedur, dan Bisnis Proses Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi
Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Semua output pada kegiatan ini
dapat dilihat pada MILESTONE 2.

3.1.3. Koordinasi dan Benchmarking terhadap Instansi Lain

Benchmarking diartikan sebagai suatu standar yang dimanfaatkan sebagai
pembanding antara satu hal dengan lainnya yang sejenis. Dengan adanya perbandingan
ini maka berbagai hal dapat diukur dengan suatu standar baku yang umum. Hal tersebut
dilakukan agar mendapat informasi yang perlu diperhatikan dalam proses Peningkatan
Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian melalui Transformasi Digital pada Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Melihat penjelasan
tersebut, maka benchmarking adalah salah satu cara yang bagus dalam mengadaptasi
performa layanan, produk, atau proses suatu pada instansi lainnya.

Pada proses pembangunan Proyek Perubahan ini, maka benchmarking yang
dilakukan dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian melalui
Transformasi Digital pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri adalah ke instansi pemerintah dan non pemerintah. Instansi Pemerintah yang
dipilih untuk dilakukan benchmarking adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), sedangkan instansi non pemerintah yang dipilih adalah PT.
Telkom Indonesia. Kedua instansi ini memiliki kapabilitas dan pengalaman layanan
secara digital kepada pengguna jasa. Pelayanan digital yang dilakukan oleh kedua
instansi ini memungkinkan pihak yang membutuhkan pelayanan tidak harus datang

secara langsung ke kantor untuk melakukan pertemuan fisik dan paperless.

Kegiatan benchmarking dilakukan secara daring yang dihadiri oleh perwakilan
kedua instansi yang akan dilakukan percontohan. Kegiatan ini dilakukan pada hari
Kamis, 15 September 2022. Pada proses benchmarking ini, tim efektif mencoba
mengambil beberapa poin adaptasi yang dapat dilakukan pada proses Proyek

Perubahan yang dilakukan.
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Gambar 9

Benchmarking

Beberapa catatan penting diperoleh dari hasil kegiatan benchmarking ini, seperti
pelayanan digital harus dipahami oleh user, menggunakan SSO, hingga penampilan
basis pelayanan digital pada masing-masing instansi. Tindak lanjut atas Benchmarking
ini adalah Undangan Rapat Benchmarking, Notulen, dan Dokumentasi. Masing-masing
output tersebut dapat dilihat pada MILESTONE 3.

3.1.4. Membangun Layanan Kepegawaian Digital pada Aplikasi SIKERJA dan
Indeks Kepuasan Layanan
Dari beberapa aplikasi yang saat ini eksis di Biro Kepegawaian maka dalam
meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, aplikasi yang paling tepat dan
compatible untuk digunakan adalah aplikasi SIKERJA. Hal yang mendasari dalam
pemilihan aplikasi SIKERJA sebagai objek pengembangan untuk peningkatan kualitas
layanan kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Saat ini pemerintah melalui program SPBE sedang sangat gencar mengurangi dan
membatasi pembangunan aplikasi baru. Selain sangat tidak efisien secara anggaran,
banyaknya aplikasi turut memperbanyak database yang tersusun dalam bahasa
pemograman yang berbeda sehingga sangat mempersulit proses integrasi.

2. Aplikasi SIKERJA merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh PNS
Kementerian Dalam Negeri. Faktor ketergantungan ini muncul karena 50%
tunjangan kinerja PNS Kemendagri berasal dari penilaian kinerja yang diusulkan

melalui aplikasi SIKERJA. Hal inilah yang membuat 99,9% PNS Kemendagri akan
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FORMULIR PESERTA

Nama : Drs. Bahrudin, M.Si
NIP : 197208151993031001
Jabatan : Kepala Bagian Disiplin dan Penghargaan
Instansi . Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Melalui Transformasi Digital Pada Biro Kepegawaian
Program . Sekretariat Jenderal
Komponen Sub Komponen SKOR 1 -10
1 [Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan
atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang 9
timbul.
Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan 8
tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.
3 [Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau
tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku. 8
INTEGRITAS
4 [Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara
objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi. 9
5 [Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam
rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja. 8
6 [Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya 9
sebagai bentuk mitigasi resiko.
JUMLAH 8,50
7 |Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. 8
8 |Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku
kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. 8
9 |Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu
untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan 9
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
KERJASAMA
10 |Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan
dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi. 8
11 [Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan
memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi. 8
JUMLAH 8,20
12 [Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka
panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan 8
yang transparan, objektif, dan profesional.
13 |Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan
membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun 8
kedepannya.
MENGELOLA 14 |Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan
PERUBAHAN manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang 8
dipimpinnya
15 |Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran 9
strategis instansi
16 |[Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning,
implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan. 8
JUMLAH 8,20
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FORMULIR MENTOR

Nama Peserta . Drs. Bahrudin, M.Si Nama Mentor . Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
NIP : 197208151993031001 NIP: : 196405021987021005
Jabatan . Kepala Bagian Disiplin dan
Penghargaan Jabatan . Sekretaris Jenderal
Instansi :  Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Instansi . Kementerian Dalam Negeri
Program . Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawalan Melalui Transformasi Digital Pada Biro

Kepegawaian Sekretariat Jenderal

Komponen Sub Komponen SKOR 1 -10
1 |Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi
kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan 8

pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.

2 |Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu

konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis 8
organisasi.

3 |Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga
perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku. 9

INTEGRITAS 4 [Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan

informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas 8
organisasi.

5 |Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun
eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja. 9

6 |Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan
penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko. 8

JUMLAH 8.333

9 |Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan

dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya. 8
10 [Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan
kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya. 8
11 |Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi
KERJASAMA dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi. 8
12 [Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja
sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati. 9
13 [Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran
atau tujuan tim yang telah disepakati. 8
JUMLAH 8.20
14 |Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan
penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya 8
pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
15 |Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan
perubahan dalam pemberian pelayanan publik. 8
MENGELOLA 16 [Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan
penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang 8
PERUBAHAN
berlaku.
17 |Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesaikan pekerjaan
terutama ketika menghadapi hambatan. 8
18 |Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 8
kualitas pemberian pelayan publik.
JUMLAH 8.00
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Instansi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Program Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Melalui
Transformasi Digital Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Komponen [Sub Komponen Nilali Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 8 Baik
Kedisplinan 8 Baik
Integritas [Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 8 Baik
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
Rata-Rata 8,50 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Kerjasama Komu_n?lfasi 9 Istim(_-:'wa
Fleksibilitas 8 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8,20 Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Mengelola |Pengembangan diri dan orang lain 8 Baik
Perubahan [Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8,20 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,30 Baik
Keterangan Kualifikasi Peserta,
9.99-10 Istimewa ‘! P
7-8.99 Baik ‘,
5-6.99 Cukup ‘
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Tanggung jawab 8 Baik
Komitmen 8 Baik
Kedisplinan 9 Istimewa
Integritas Kejujuran 8 Baik
Konsistensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 8 Baik
Rata-Rata 8.33 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
. Komunikasi 8 Baik
Kerjasama Fleksibilitas 9 Istimewa
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8.20 Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Mengelola Pengembangan diri dan orang lain 8 Baik
Perubahan Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.18 Baik
Keterangan Kualifikasi Mentor,
9.99-10 Istimewa
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Komponen |Sub Komponen Nilai Peserta| Nilai Mentor Nilai Rata-Rata| Kualifikasi
Tanggung jawab 9 8 8.30 Baik
Komitmen 8 8 8.00 Baik
Kedisplinan 8 9 8.70 Baik
Integritas |Kejujuran 9 8 8.30 Baik
Konsistensi 8 9 8.70 Baik
Pengambilan Keputusan 9 8 8.30 Baik
Rata-Rata 8.50 8.33 8.38 Baik
Kerjasama Internal 8 8 8.00 Baik
Kerjasama Eksternal 8 8 8.00 Baik
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Komitmen dalam Tim 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.20 8.20 8.20 Baik
Pelayanan Publik 8 8 8.00 Baik
Adaptabilitas 8 8 8.00 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8 8 8.00 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 9 8 8.30 Baik
Inisiatif 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.20 8.00 8.06 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.30 8.18 | 8.21 Baik
Keterangan Kualifikasi Pesgrta, Mentor,
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Sub Komponen Sub Komponen Rata-Rata Total Kualifikasi
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Kurang Baik
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REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
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peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama

Kurang

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,

Sangat Kurang

peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
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